o Ab%mk:

- Memahami Pastl 30 U UD 1945 dan RUU f(am;zas barw melibat dua konteks yang berbeda dalom L

’\Ic,m 1]1.11711 Lon::r_p RULL I\Amzns d'm UUD 19*5 :

memandng Femanan, Meskipun RUU Kamnas melibat dari pasal 30 UUD 1945, namun ada dva
esensi yang berbeda fentang keamanan dalam pasal Pasal 30 UUD 1945 tersebus yaitu keamanon Neggm

dan keamanan masyarakar atau isi dari negara. Masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah
bagaimana pemabanan teniang f’em:rsep keamanan Nasienal davi UUD 1945

Kata Kunci: Keamanan, Keamanan Nasional, Landasan Yuridis

Pendahuluan

Polemik pembahasan RUU Keamanan
Nasional (Kamnas) berlarut-larut sejak lima
tahun terakhir, ketika pertama kati RUU tersebut
diajukan oleh Departemen Pertahanan bersama
Mabes TNI yang menggambarkan bahwa
penataan kelembagaan sektor pertahaman dan
keamanan belum seirama.! DPR RI khususnya
Komisi I yang membidangi keamanan negara,
luar negeri dan informasi mengaku tengah
menunggu pemerintah mengajukan ajuan baru
salinan Rancangan Undang-undang Keamanan
Nasional (Kamnas). Meski tidak masuk
dalam prolegnas 2015, Komisi I mengungkap
pemerintah akan mengusahakan untuk masuk
di Prolegnas 2016.?

1 Muradi, RUU Keamanan Nasional dan Ditema Polr

2. Hafizd Mukti, Ditolak di 2015, RUU Kamnas Diajukan Pemerintah Lagi
di 2016, CNN Indonesia. Kamis, 12/03/2015

Yayan Koka, STE, Mahasiswa 5-2 Sekolah Tinggi Ima Kepolistan PTTK.
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RUU tersebut menimbulkan pro dan kontra
yang luar biasa di masyarakat sejak tahun 2007,
yang akhirnya pada saat pemerintahan Présiden
Susilo Bambang Yudheyone dan DPR RI
periode 2009-2014 membatalkan pembahasan
RUU tersebut. Namun di tahun2015 ini RUU
kamnas kembali diangkat<oleh Departemen
Pertahanan dan _Markas Besar TNI dengan
materi yang hampir sama dengan RUU kamnas
yang diajukan pada tahun 2012.

Isu-isu  terkait, seperti  perbantuan
TNILintelijen, dan rahasia negara  dan
peradilan umum bagi militer, juga timbul
tenggelam di antara berita-berita media massa,
mengindikasikan bahwa bangsa kita masih dalam
proses mencari bentuk mengenai peran militer
yang tepat dalam kehidupan demokratis yang
baru dibangun. Terkait RUU Kamnas, selain
masalah organisasi Dewan Keamanan Nasional,




: '-'_-1nogms Scc:unty berasal dan baham latm ‘se

":kamanan beram terbebas dan bahaya terbebas'

i :_deuz ketfikutan (f?ee fmm dan ger f vee from ﬁwr)“‘

Sedangkan menulut Peter sahm kemfman
berasal “dari kata pokok ‘aman” yang berarti
" bebas terlindungi dari bahaya, selamat, tidak
: membahayakan,yahn dapat dipercaya, dapat

‘diandalkan."
suasana aman, ketentraman, ketenangan (Petm
Salim, 2002)° :

‘Dan  keamanan memiliki arti

Seiring dengan memudarnya perang dingin
pasca runtuhnya Uni Sovier dan munculnya
globalisasi, para ahli mulai meredefinisikan
konsep keamanan dan ancaman. Bila pada masa
perang dingin para abli dan praktisi keamanan
melihat wacana keamanan dan ancaman dari
perspektif militer, namun setelah itu terjadi
pergeseran perspektif. Bal yang sama juga
dialami oleh Indonesia. Pasea Orde Baru dan
seiring terjadinya proses globalisasi,para ahli dan
praktisi keamanan Indonesia mencobasmelihat
dinamika keamanan dengan pendekatan yang
lebih komprehensif.®

Dari perubahan konsep keamanan tersebut
diatas, maka Konsep keamanan umumnya

dilihat dari dua pendekatan, yaitu pendekatan

3. http://www.sepurar~indonesia.com/edisicemk/opin's/
lceamanan-nasional.html, diundul sabtu, 28-11-15.

4, T, Hari Prihatono, Jessica Evangeline, lis Gindarsah
(Penyusun), Keamanan Nasional: Kebutuhan Membangun
Perspektif Integratif Versus Pembiaran Polirik dan
Kebijakan, Propatria Institute-FES, 2007, Jakarta. Hal.1

5. Salim, Peter & Yeni Rahman, Kamus Bahasa Indonesia
kontemporer, Jakarta, 2002,

6. TIrwen Supriadi Rambe, Kerangka Keamanan Nasional:
Belgjar Dari Model Kerangka Keamanan Nasional Kanada

o _ _'j“keamamn nasmnal boleh dldeﬁmsd{an sebagm .
- curus”; Se berartl tanpa dan ‘curus’ beram_._' 4 b 5 d L
o "‘ke ehsahan sehm 2 dap i dm.rnkan o q._.._zcemampuan ertahan: ari aglem asmg (natzamz[.;_-
nafe gga dap 1 secarity may be. aﬂeﬁned as z‘/’ye fzbzlzz‘y to withstand
: kegehsahan leﬂtip daiam Han Pnhatono dld{ -3 e
© aggression fmm abr oad) Menurut Tan Beﬁany,

_ '“keamanan itu sendm adalah suatu kemerdekaan Pk
1msb1 dan pemng, yang dxgabuncrkan dengan e
-~ harapan yang tinggi bahwa kekalahan bukanlah - -
"sebagal rlklb’lt dari pemng manapun (Semrzz‘y

zfseﬁf isa ?e!fztzfvf fn’gdam Sfrom wa?‘ coz{p]ed with a

: Te[az‘zfvely /azg/y e‘xpfcz‘atzon tbaz‘ defeal‘ will ot ée a -
: romegueme qf czny war z‘baf sbould ofcw) e

Kemudian  menurut . Waever, secara
tradisional, dengan mengatakan keamanan,

suaty perwakilan pemerintah mendeklarasikan
sebuah keadaan darurat, selanjutnya mengklaim
wewenang untuk menggunakan sarana apapun
yang penting untuk menghadapi perkembangan
ancaman (fraditionally, by saying security, a/siate
representative declares an emergency condition, thus
claiming a right fo use whatever means aremecessary
to block a threatening develgpment)’. Dari ketiga
pakardiatas mendefinisikan keamanan dari sudut
pandang tradisional dengan’melihat persoalan
keamanan berfokus pada soal keamanan suatu
negaragperang, ancaman eksternal dan respons
instrumennya adalah militer,

Sementara itu, pendekatan non
- tradisional atau komperherensif
mendefinisikan  istilah  keamanan  dalam

pengertian yang lebih luas, Definisi Perserikatan

Bangsa-Bangsa  misalnya  bisa  mewakili

7. Giacomo Luciani, The Economic Content of Secarity, Journal
of Public Policy, 8/2, 1989. Hal.151

s, fan Bellany, Towards a theory of Dufernational Security,
Political Studies, 2971, 1981, Hal. 102

9. Ole Waever dalam Barry buzan, Ola Waever, Jaap de

wilde, Security: A Framework for Analysis, Lynne Rienner

Publishers, 1998, Colorade. hal. 21
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L -'z‘broygb m‘mtmzenz‘s 1o secur zz‘y z‘br’ougb f}ymﬁn

i :'konsep keamanan harus. berubflh ‘dari konsep
“yang mengacu pada- keamanan nasional, men_}adi
...:__}_Eblh besar. pada. keamanan. masyftrai\at secara
'mdmdu dari ‘keamanan melalui. persenjataan

' -kepada melalui -

 manusia.

keam_anan :
Dard

_mak’man, pekel jaan dan I\eamanan imgkungm

- pembangunan

~konsep  teritorial  menjadi

_ Ron Annan dalam 1ap0ran mﬂlennmm
PBB Juga telah/ mengatakan “In zhe wake of
these ca?gﬁ’zcz‘;, a pew understanding of the concept
of security is evolving. Once synonymons with
the defence of fervitory from external atfack, the
requirerments of Sccurity today have come fo embrace

the profection of communities and individuals from

internal violence, The need for a more humen—centred
approach to security s reinforced by the continuing
dangem thar Weapons of mass destruction, most
notably nuclear weapons, pose to human ity: theirvery
name reveals their scope and their intended ohjective,
if they were ever used.”** Bahwa pemahaman baru
tentang konsep keamaman telah berkembang.
Apabila sebelumnya konseptkeamanan identik
dengan pertahanan wilayah ‘dari serangan
cksternal, konsep keamanan pasca perang.dingin
berkembang menjadi perlindungan masyarakat
dan individu dari kekerasan internal.

Kita juga harus memperluas pandangan
kita tentang apa yang dimaksud dengan
perdamaian dan keamanan. Perdamaian berarti
lebih dari tidak adanya perang. Sedangkan
keamanan manusia tidak bisa lagi dipahami
dalam hal murni militer. Sebaliknya, itu harus
mencakup pembangunan ekonomi, keadilan

0. UNDPB, Human Development Repore: Peopic’s Participarion,
Oxtord University Press, 1993.

11. United Nations becrc.mr} ~-General Kofi Annan. Millenium
Report, Chapter 3, p.43-44.  <htep/Aavwwun. org/
millennium/sg/report/full.htms 28/11/15
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eb _sosial, pmhnduncan hngkungan, demokrausasx o
y10¢ 'jrom an exciwz‘ve st esson mzz‘zo:rm[ Jemrzz‘y -

5 ';z‘o mauch g? eater. sﬁfss on peap!e secur ziy from securzz‘y :

'.dewlopﬂsz ﬁom z‘erm‘ormi 7o jbod fmp!oymem‘ '
s E rmd enwzmnmmm[ secwzz‘y 140 Men gcitakan bahwa _

o J\ILmalmm: komc_p RUU I{mmas dan UUD 19%

perlucutan senjata, dan menghormau hak asa31
manusia dan s supremasx hukum.®

Mcnmut PBB sendiri Keamanan manusm_ 5
dapat dlkfitakan terdiri dari dua aspek utama,

Yang pertama, keselamatan dari ancaman kronis
seperti - kelaparang. penyzkit dan pemndasan_._
Dan yang kedua adalalivkeamanan dalam arti’ -
perlindungan dari gangeuan“umendadak dan
menyakitkan datam pola kehidupan sehari-hari,
apakah di rumah, di peketjaan atau di masyarakat.
Ancaman tersebut dapat eksis di semua tingkat
pendapatan dan pembangunan nasional.

Daftar
manisia sangatlah panjang, namun dapat

ancaman keamanan

terhadap
diasumsikan dalam beberapa kategori utama
antara lain seperti berikut :

1. keamanan Ekonomi

2. Ketahanan pangan

3. keamanan Kesehatan

4. keamanan Linglungan
5. keamanan pribadi

6. keamanan Komunitas

7. keamanan Politik.

Pertahanan dap Jte@manan Negara

Konsep  penyatuan  pertahanan  dan
keamanan pada awal mulanya dimulai dengan
masuknya Polri kedalam ABRI pada tahun
1961 dengan terbitnya UU no 13 tahun 1961,
sesuai dengan amanat Tap MPRS no 2 tahun

1960 Polri menjadi bagian dari ABRI untuk

12, Kofi Annan. “Thwards a Culture sf Peace.” hitp:/fwww.
unesco.orgfopi2/lettres/TextAnglais/AnnanE humi
08/22/01

13. United Nations Developiment Programme (UNDP). Human
Development Report 1994, New York: Oxford University
Press, p.23.  <htep/Awww.undp.org/hdro/1994/94 hems
28/11/15




| 1945 seperm yang tersebut dlatas memﬂikx_dua G
e bitnya UU n ] 1.d: '_ _"._:__'per'lgertlan, yang. pextama kata pertahanan d E
o no 80 ‘mhun tahun 1982 tentang permhanan dan'ﬁ
_ " __:;keamanan Negara Undmg—undang inilah ; yang -
“memadukan semua hal ikhwal berkaitan deﬂgan"- '-
S -pertahanandankeamanansehmggal%himenjadl_'
. - integritas yang menyeluruh'di tubuh ABRI dan

o 'mengabm]man pertahar}.an dan keamanan seo}ah..'

“olah dalam satu kalimat. tunggal Penjabamn
- pertahanan dlhkukan dengan sistem per tahanan
- rakyat semesta (Sishankamrata) yang kemudian
dijabarkan lagi melalui Siskamrata, yaitu proses
keamanan dimana rakyat dimobilisasi nielalu_i
proses yang disebut Perlawanan rakyat (wanra).

Sedangkan - konsep keamanan © diwujudkan

dengan Keamanan rakyat (Kaml a)i:

Kemudian dlkeluarkannya Ketetapan MPR
RI No.VI/MPR/2000 tentang - Pemisahan
Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan
Kepolisian Negata Republik Indonesia (Polyi)
danjuga Ketetapan MPR RI No.VII/MPR/2000
tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan
Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia
yang merupakan salah satu hasil dari reformasi
yang dianggap sangat esensial keberadaanya
menegaskan antara

terjadinya pemisahan

pertahanan dan keamanan.

Apabila ditarik dalam pembukaan UUD
1945 tujuan Negara adalah Melindungi segenap
bangsalndonesia,tumpah darahIndonesia,untuk
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan
kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan
ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan
perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Perlindungan terhadap segenap bangsa
Indonesia, tumpah darah Indonesia adalah
bentuk dari Konsep keamanan konvensional
(Security), sedangkan memajukan kesejahteraan
umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut

-.':'.Leamanm sebageu satu. kesatuan/entitas k'allmat"' S
sedang yanfr kedua adzﬂah kata Pertahanan d’LI}._.'-. =
:'__I{eamanan yang dlarni\,.an secara terplsah Hal ini '
";: yang menjach kata kunc1 dan mperdequxan oieh s :
_banyakplhak ;- -_ wo e

Mehhat lfttar belakang pemlklran Pasal 30 -

' ayat (2) UUD 1945 tersebut, dalam Pasal 30 ayat

2) UuD 1945 “tersebutlah seharusnya konsep'.' .
Kzemzanan %anwmzonal digunakan. Pertahanan
dan keamanan pada ayat tersebut seyogyanya
dlmaknm sebagai suatu entitas atau kesatuan
yang berwujud yang dlhksakanan melaluz

sistern pertahanan dan keamanan 1akyat semesia

(Slshankammta) yang dﬂaksanakan bersqma-
sama oleh Tentara Nasional Republik Indonesm
éan Kepolisian Negara Repubhk Indonesia
sebagal kelaratan utama dan  kekuatan rakyat
scbagai kekuatan pendukung. Hal tersebut
tentunya bertujuan untuk menjaga cksistensi,
keutuhan, kedaulatan dan keselamatan dari
bangsa dan Negara RL Sishankam sata dalam
Pasal 30 ayat (2) UUD 1945 terscbut harus
dipandang sebagai satu kesamian, bukan dua
kalimat yang berbeda untuk keamanan Negara.
Suatu Negara dianggap aman dilihat dari unsur
eksistensi, keutuhan, kedaulatan dan keselamatan
Negara tersebut.

Dan selaras dengan National Security
Counsil Negara Amerika Serikat, dalam hal ini
ranah tugas seharusnya diberikan kepada militer
(TNI) dan bukan ranah Polri. Polri dalam hal ini
sesuai salah satu substansi pokok yang tercermin
dalam Tap MPR RI No.VI dan No.VII tahun
2000 yaitu “INI yang membantu peran Polri
dalam tugas Keamanan berdasarkan permintaan
yang diatur oleh Undang-Undang dan Polriyang

dalam keadaan darurat memberikan bantuan
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o kepadas TNI
' -"-'.-_-'-_';:_'_-bermgas memb'mtu tugas TNI

: Apabﬂa mstem keamanan rakyat semesta
L "itersebut dzberiakukan, ‘maka - upaya penegakan
e _'_.jgfhukum terhadap ke_lahatan ‘biasa tidak bisa
- dimasukkan dalam ‘sistem tersebut penegakan
".".huixum bukan bagian darl secunty namun

' mempal\an baghm dari prosperity, karena ha}
. tersebut juga diatur dalam pasal 20 tentang
kekuasaan kehakiman. Seperti diketahui dalam

. 'pa_s_f:l_ 24 ayat (3) UUD1945 tentang kekuasaan
'k"eh'ﬁki_man diaturd
yahg fungsinya berkaitan dengan kekuasaan

‘tentang  badan-badan

kehakiman atau peradilan antara lain kejaksaan
dan kepolisian.

~ Sebuah Negara dapat dikatakan aman
meskipun isi dari Negara tersebut dikatakan tidak
aman. Unsur eksistensi, keutuhan, kedaulatan
Negara adalah melihat Negara dalam konteks
sebagai sebualy entitas. Namun isi  Negara
btiLanlah merupakan sebuah entitas, apabila
sepem tertulis 'diatas rakyat, pemerintahan,
keutuhan Negara harus aman dalam konteks
Negara sebagai suatu entitas, isi Negara adalah
murni isi bukan suatu kesatuan. Rakyat, wilayah,
pemerintahan sebagai suatu kesatuan sebuah
Negara, sedangkan isi dawi Negara adalah
masyarakat sebuah Negara.

Ketidak amanan isi dari Negara tersebut
adalah tugas dari Kepolisian seperti yang
diatur dalam Pasal 30 ayat (4) UUD 1945
yang mengatakan Kepolisian Negara Republik
Indonesia pakai alat negara yang menjaga
keamanan dan ketertiban masyarakat tugas
melindungi,  mengayomi  dan  melayani
masyarakat serta menegakkan hukum, yang
diteruskan melalui Undang-undang nomor 2
tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia. Karena isi dari Negara adalah
masyarakat, dalam literature Kepolisian lebih
mengacu kepada pengertian “Keamanan dan

Ketertiban masvarakat” atau biasa juga disebut
¥y Jug
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: bcrsama sama dengan rakyat L

Leamanan umumn’ (publ;c secunty 1

Tugas Poln dalam  pasal - 30 -ayat (2)'_:_-;:"
'dan dalam ayat (4) adalah sesuatu hal yang o
'smgat berbeda, didalam ayat (2) tugas Polri
dalam mewujudkan .
keamanan Negara (National security), yaimy

dllaksanakan rfmgka
yang berkaitan dengan fungsi perhndungan'_'
dan Letertlban negara secara entitas dalam arti ;:: .
Negara secara utuh. Sedangkan dalam ayat (4)
tugas Polri adalah sebagai pelindungy pengayorm
dan pelayan masyarakat serta penegakan hukum
terhadap isi dari Negara.

Dalam- rangka menjaga dan melindungi
serta menertibkan Negara secara entitas sesuai
ayat (2) maka tugas Polri adalah membantu
'ENI dalam rangka persiapan tugas-tugas TINT
dalam pertahanan keamanan Negara dalam
mempersiapkan . perang  seperti menyiapkan
wajib militer, maupun pemulihan keamanan
setelah terjadi perang. Berbeda dengan ayat (4)
dimana tugas Polri bertujuan untuk memelihara
keamanan dan ketertiban masyarakat apau
Negara dalam arti ist Negara, dalam hal ini
Polri_berhadapan dengan masyarakat sendiri
sedang dalam ayat (2) dalam keadaan/perang
berhadapan dengan musuh.

Haltersebut diataslah yangmenjadi masalah
ketika. RUU Kamnas diperdebatkan, karena
dalam RUU tersebufsccara eksplisit mengatakan
apabila terjadi kejahatan pembunuhan, maka
militer/TNI dapat turun tangan ikut berperan
dalam  menciptakan  keamanan. Pengertian
tersebut diambil oleh departemen Pertahanan
dari pasal 30 ayat (2) UUD 1945 tentang sistem

keamanan rakyat semesta.

Berbeda dalam pasal 30 ayat (4) tentang
pemeliharaan keamanan dan ketertiban yang
sekarang diimplementasikan melalui Polmas
yang  berprinsip memberikan rangsangan

agar masyarakat memiliki kesadaran untuk

4. Farouk Muhamad, Pemahanan tentang  Keamanan
Nasional, 2006




"'-'_-'--jmemobihsaﬂ darz'memaksa rakyat dﬂam 1ancrka o

: _kcamman dan keternbm S

-'RUU Kamnas mehhat dan pasal 30 UuD

".'1945 namun sepertl ‘telah’ dgelaskan dmtas,”- :

atau isi dari negara. Jan Departemen Pertahanan
mehhat kemanan terschut secara menylmpang
yaitu keamanan Negara yang dlartlkm mcnjadl
keamanan masyarakat

“Tentunya  sangatlah = berbeda pengertian

rakyat

Menurut

(people) dan masyamkat (society),
‘bahasa -
menuliskan pengertian rakyat sebagai penduduk

kamus besar Indonesia
- sebuah negara.Sedangkan pengertian masyarakat
adalah sejumlah besar orang yang tinggal dalam
wilayah yang sama, relatif independen  dan
orang orang di luar wilayah itu, dan memiliki
budaya yang relatif sama. (Richard T. Schaefer
dan Robert P Lamm;1998). Konsen tugas dari
Kepolisian adalah masyarakat (society) bukan
rakyat (people), rakyat adalah bagian kemponen
dari kesepakatan politik karenaNegara sendisi
ada melalui proses politik, sedangkan‘masyarakat
adalah sosial, maka tugas Kepolisian adalah
berkaitan dengan kepentingan sosial bukan
masalah politik.

Nasional Atau Negara

Berkaitan dengan pemberian nomenklatur
nama Undang-Undang keamanan nasional, secara
eksplisit pasal 30 UUD 1945 hanya menyebutkan
“pertahanan dan keamanan Negara.” Undang-
undang tersebut tidak pernah merumuskan
mengenai nomenklatur keamanan nasional.

Apabila sekilas melihat Negara Amerika

hara  k - dan ketertiban, -
-.."maka smtem _kea,ﬁ_a.nan rakvat semest& cakan

- Serikat, Neg'ua tersebut. memiliki. Undang
:Undaﬂe Keamaman Nqsmmi _"yang diisebur ©
_"‘Natzmm] Sfcuraiy Cowzszf “dimana 'Unéang»~_
undang tersebut mengatux pehbataﬁ mzllte'f' S

& ._;;:'D.alam. memaham1 Pasal 30 UUD 1945 dan: Amenka '.

: RUU k’lmnas harus mehhat dua konteks yaﬂg : -"secun Couns1ln i ahm L.onteks menun L o
| "--.berbeda dﬂlam memaﬁdmg Lemanan Mesklpun ity ! }f JUE

S e; 1kat Amerlka

'.-:-nomenklatur nasmnal/natzonal dala.m Natlonal}""- -

-__’kepad‘t pemenn‘cahm Negma fedeml Amerzka':-:_ . ::_'.:
. Senkat yaxm Leseluruhan Negafa Amenkaff"j;-

. 'Senkftt secara ent;tas dan utuh kaaena Amerika
ada dua esensi yang beibeda tentang Leqmanan =

dalam pasal Pasal 30 UUD: 1945 tersebut ya1tu :

. keamanan Negara dag keamanan  masyarakat

: Serlkat adalah Negara bagmn du‘nana kata
'_ “Negam (State)”. di Amerika menunjuk kepada 3

Negma negara baglan di Ameuka

Sedangkan d1 dalam bahasa Indones1a.
sendirt kata Nasional _dapat mempuyat dua
pengertian, yang pertama kata nasional yang
diartikan sebagai bangsa atau Negara, sedang
yang kedua dapat diartikan sebagai menyeluruh,
misalnya DBadan ‘penanggulangan  Bencana

Nasional, BKKBN dan lain sebagainya.

. Kata Nasional dalam kamus besar bahasa
Indonesia berarti bersifat kebangsaan; berkenaan
atan berasal dari bangsa sendiri; meliputi suatu

Ernest Renan (1823-1892), dalam
pidatonya di Universitas Sorbone Paris 11Maret

bangsa.”

1882 mengatakan Bangsa adalah satu jiwa yang
melekat pada sekelompok manusia yang merasa
dirinya bersatu karena mempunyai nasib dan
penderitaan yang sama padasmasa lampau dan
mempunyai cifa-cita_yang sama tentang masa

depan.’®
Ben

merupakan komunitas politik yang dibayangkan

Menurut Anderson  Bangsa
dalamwilayahyang jelas batasnya danberdaulat.””
Sedangkan menurut Hans Kohn Bangsa itu
terjadi karena adanya persamaan ras, bahasa,

adat istiadat dan Agama yang menjadi pembeda

15. KBBI daring

16. B.Herry-Priyono.2010.Gure-Guru keluhuran. Jakarta:PT
Kompas Media Nusantara. 67

17. Chotib, M. Dhazali, Tri suharno, Suardi Abubakar, Muchis
Catio. 2006, Kewarganegarzan 1 menuju  Masyarakat
Madani. Jakarta:Yudhistira. hal.5-6
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menggunaka ST




antara ;bangsa sq‘iu dan rbangsa L:T.lﬂ

s Sedangkan

”._:jnegara dlbeulgm oleh: bebempa 1Imuwan atau

konsep Lonsep

Aflsuf - sepem Piato yang mengatakan neoara_
':melupakan entlms yang terd1r1 darl bagmn-'
..-3:'3_'bag1an yang berbeda yang salmg melengkapl =
P dan- sahncr teroantung dan ‘bertindak beisama—

_ "_sama da}am mencre} ar tu_]uan bersama Luka bagi

- sxapapun adalah Iuka bagi semuanya. ]11{& salah
satu anggota. dalam kelcmpok ini melarat atau
'jterluka kesehatan selurull anggota masyarakat
juga ikut terganggu. Tujuan kita menegalkkan
negara bukanlah kendaksezmbangan
kebahagman kelag' tertentu, melamkan demi
kebahagiaan buat semua

Anstoteies menyebutkan bahwa Negara
adalah  komunitas keluarga dan kumpulan
keluarga yang sejahtera demi kehidupan yang
sempurna dan berkecukupan.® Roger E Soltau
Negara adalah alat (agency) atau wewenang
(autborzz’y) yang mengatur atau mengendalikan
persoalan bersama atas nama masyarakat.?

Negara merupakan lembaga tertinggi
dalam masyarakat atau bangsa yang merupakan
wadah bagi masyarakat untuk mendapatkan
kesejahteraan dan keadilan secara utul; Sebuah
Negara harus memiliki unsur pokok yaitu
wilayah, rakyat, pemerintahan yang berdaulat
baik

mendapat pengkuan internasional.

keluar maupun kedalam, “kemudian

Oleh karena itu seyogyanya apabila berkaca
dari hal tersebut diatas maka nomenklatur
Undang-Undang Keamanan Nasional tersebut
dirubah menjadi Undang-undang keamanan
negara.  Namun  apabila  menggunakan
nomenklatur Nasionalpun, maka Keamanan
nasional tersebut harus mengarah ke Keamanan

Negara secara utuh sebagai satu entitas yang

18. Retno Listyarti 2008.Pendidikan Kewarganegarsan. JakartaErls 2ngga.
klm.3.

19, Henry]. Schmande, Filsatar Politik. ..,
20, Ibid., him. 90-91.
21. Mirkam Budiardio, Dasar-Dasar Politik..,,

hlm. 63

hlm. 39.
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"sebuah angsa yang utuh (Natmnal Securlty)
_UU kamnas mentcrjemahkan kata_-_ o

: % Apablla 1

mengen;u =

Naswnal dalam arti menyeiumh maka RUU_-'

: ka.mnas aLan menjach sebuah Lonstlmsl kedua

atau Uy, kedua setelah UUD. A5 yang akan

_ mengatur Leseluruhan isi dari Negam Indonesm -
ftiEmun. apablla kata “Nasional” diartikan sebagaz_ L
entitas sebuah bangsa dan Negara maka Undancr—.__ L

undang terse‘out seyogyanya dapat mencegah
dan menanggulangi hal-hal ‘yang berkaitan -
dengan unsur eksistensi, keutuhan; kedaulatan -

dan keselamatan bangsa. '

Bzhlx.an di Amerika Senkatpun, Natlonal
Security Council mengurusi Amerika sebaga1
Negara Serikat/federal dan terlebih lagi National
Security Council tersebut mengatakan security
Amerika akan terganggu atau terancam apabila
‘ada Negara lain mengalami perang, maka ketika
terjadi perang Vietnam, Philipinasampai Negara-
negara arab, maka amerika berusaha untuk ikut
serta dalam usaha perdammian. Jadi urusannya
national security council tersebut mengurusi
keamanan Negara amerika tidak hanya selaku
entitas Negara namun juga kepentingan amegika
di Negara lain.

Penutup

Dari
beberapa hal sebagai berikut”:

bahasan ini dapat’ disimpulkan

asddalameomermiahami Pasal 30 UUD 1945 dan
RUU kamnas, harus melihat dua konteks
yang berbeda dalam memandang kemanan.
Meskipun RUU Kamnas melihat dari pasal
30 UUD 1945, namun seperti telah dijelaskan
diatas, ada dua esensi yang berbeda tentang
keamanan dalam pasal Pasal 30 UUD
1945 tersebut yaitu keamanan Negara dan
keamanan masyarakat atau isi dari negara.
Dan

kemanan tersebut secara menyimpang yaitu

Departemen  Pertahanan  melihat
keamanan Negara vang diartikan menjadi

keamanan masyarakat.




""..'_.'__::'_menafsukan keamanan sebaga1 I\eamanan'i-_

i "_.dan Leamanan umum Hal tersebut dapat'-

b RUUImmnasus _anDepaxtemenPermhanan :

Negam keamanan pubhk keamanan insani’

d1makium1 apabﬂa ter}adi dalam kaitan

: 'ﬁ'-ke}ahatan terhadap keamanan Negara yang'_'.:' B
 tertuang dalam Bab T ‘Buku 11 KUHP.©
:Mlsqlnya lceja.hatan terhadap Lepala Necrara':
- dapat dlkatakan sebagal keamanan Negaia.-'_'
'-karena chala Negara adzdah per'wu}udan__"-i

o 1nd1v1du atau pelsomﬁkam dari suatu Negam,

jadi apablla KepalaNegara teraneam maka

symbol Negara tersebut terancam, Namun
ketika penegakan hukum dmlakulxan untuk
selain ‘dalam kejahatan terhadap keamanan
Negara sesugi dalam bab I buku IT KUHP
tentu saja sangat bertentangann dengan hal-
hal tersebut diatas.

c. Negara akan tetap utuh, berdaulat dan
selamat meskipun ada pelanggaran hukum
yang dilakukan oleh masyarakatnya, tidak
ada korelasi langsung antara pelanggaran
vang dilakukan oleh masyarakat terhadap
keutuhan sebuab Negara kecuali kejahatan
tersebut berkaitan dengan keamanan Negara
yang telah diatur'jelas dalam bab I buku 1I
KUHP. Misalnya ketika ada dua orang warga
yang berkelahi, tentunya hal ini tidak ada
kaitan dengan keamanan Negara. Maka hal
ini tentunya bukan ranah TNIL.

d. Oleh karena itu seyogyanya ruang lingkup
dari RUU kamnas adalah Invasi Militer,
pemberontakan yang

sostal

atau  Separatisme

Konflik
yang berimplikasi terhadap keutuhan dan

tersusun  secara militer,

kedaulatan Negara, kejahatan  terhadap

keamanan Negara seperti yang tertuang

dalam Bab I buku I1 KUHP serta terorisme
internasional.

e. ‘Terorisme adalah tindakan kriminal, yang
tentunya tidak masuk dalam ranah militer.

Namun terorisme internasional apabila
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